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Ringkasan Eksekutif

karang dunia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Mendapat tekanan dan

ancaman oleh perubahan iklim, aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak,
limbah pertanian, dan aktivitas industri pertambangan nikel. Sedimentasi di perairan lingkar
tambang bersumber dari distribusi material sisa penambangan, memicu kekeruhan dan
pencemaran logam berat di perairan. Kondisi ini berkontribusi mematikan terumbu karang
dan menghilangkan fungsinya, baik fungsi ekologi maupun fungsi mitigasi pesisir.

Keberlangsungan hidup ekosistem terumbu karang Indonesia di episentrum segitiga

Karang penting secara ekologis, ekonomi, dan farmasi. Memberikan layanan ekosistem,
termasuk keanekaragaman hayati, perikanan, pariwisata, dan perlindungan pesisir.
Menyuplai berbagai sumber pangan dari laut untuk kebutuhan 1 milyar manusia di dunia.
Ditengah berbagai tekanan dan ancaman yang dihadapi oleh ekosistem terumbu karang
dunia. Utamanya di kawasan segitiga karang dunia, keberlangsungan hidup terumbu karang
tertekan oleh masifnya proses eksploitasi nikel. Dengan demikian. kolaborasi aksi global
menyelamatkan ekosistem terumbu karang merupakan tindakan yang sangat urgen untuk
dilakukan saat ini, demi memastikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hayati
terumbu karang Indonesia dan dunia.

Sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan ruang bagi korporasi pertambangan
nikel untuk berinvestasi dan melakukan eksploitasi melalui skema kebijakan hilirisasi nikel.
Kebijakan ini memunculkan berbagai ancaman dan dampak ekologis. Aktivitas pertambangan
nikel merupakan kegiatan ekstraktif, memberikan ancaman besar terhadap keberlangsungan
dan keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Tercatat banyak permasalahan terjadi pada
perairan di kawasan pertambanagn nikel. Mulai dari tingginya laju sedimentasi, meningkatnya
konsentrasi kandungan Total Suspended Solid (TSS), konsentrasi nutrien meningkat dan
pencemaran logam berat. Kondisi ini akan berkontribusi besar mematikan terumbu karang.

Secara spasial, area pertambangan nikel di Indonesia terdistribusi di Sulawesi, Kepulauan
Maluku dan Papua. Ketiga kawasan ini berada pada episentrum segitiga karang dunia.
Artinya, aktivitas ekstraktif nikel di Indonesia berpotensi mengancam dan menghancurkan
ekosistem terumbu karang di kawasan Coral Triangle (CT) yang merupakan kawasan
megabiodiversitas karang dunia. Kehancuran ekosistem ini akan memberikan dampak
signifikan terhadap kehidupan masyarakat global, utamanya dalam aspek pemenuhan protein
dari laut seperti ikan karang, cumi, teripang, lobster dan lain-lain. Dengan demikian,
ekosistem terumbu karang di Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua harus dilindungi dari
ancaman aktivitas ekstraktif tambang nikel.
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Melindungi ekosistem terumbu karang dari kematian dan kepunahan sangat urgen untuk
dilakukan. Pemerintah harus hadir, menegakkan regulasi, mengambil kebijakan restorasi dan
mendorong korporasi untuk bertanggung jawab memulihkan kawasan pesisir dan laut yang
terdegradasi. Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang adanya eksploitasi sumber daya
nikel secara masif dan tidak terkontrol, berpotensi merusak lingkungan karena kurangnya
pengawasan atas tata kelola lingkungan industri tambang nikel. Untuk itu, kami
berpandangan bahwa regulasi ini perlu ditinjau kembali.

Ketegasan pemerintah pusat memberikan sanksi kepada korporasi yang melakukan
pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang wajib
dilakukan. Pemberian sanksi merupakan langkah solutif dalam upaya menyelamatkan
lingkungan dari kehancuran. Beberapa skema kebijakan perlu dilakukan pemerintah, yaitu:
pertama, penegakan hukum dan ketegasan yang mewajibkan korporasi melakukan
rehabilitasi ekosistem yang dirusak. Dalam rangka memastikan kelangsungan hidup
masyarakat lingkar tambang, utamanya akses pendidikan dan kesehatan maka pemerintah
harus mewajibkan korporasi mengalokasikan dana abadi pendidikan dan kesehatan bagi
seluruh masyarakat lingkar tambang. Ekosistem terumbu karang yang telah hancur sebagai
ekses dari aktivitas industri tambang nikel harus dipulihkan. Luasan terumbu karang yang
hancur, wajib direstorasi sesuai dengan luasan yang telah rusak akibat aktivitas
pertambangan nikel. Restorasi dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pertambangan.

Menyelamatkan masa depan laut dan terumbu karang membutuhkan keseriusan seluruh
masyarakat dunia. Masyarakat dunia harus mendorong aksi bersama dalam rangka menolak
sumber material nikel yang diproduksi dengan cara merusak lingkungan, menghancurkan
ekosistem terumbu karang, meninggalkan masalah ekologi dan sosial bagi masyarakat
lingkar tambang. Saatnya masyarakat global bergabung memperjuangkan kesehatan laut,
keberlangsungan hidup terumbu karang dan masa depan bumi. Utamanya menyelamatkan
ekosistem karang dunia di episentrum CT dari kehancuran dan kepunahan di masa depan.
Tekanan berupa pencemaran perairan berpotensi mencemari lautan di seluruh kawasan CT.
Distribusi polutan diproyeksikan dapat dipindahkan melalui pergerakan aliran massa air Arus
Lintas Indonesia yang melintasi dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2023 dan
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 35 Tahun 2023
menyebutkan bahwa pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity
yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan. Karena akan mengancam
kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan
juga mengancam kehidupan sekitar. Atas dasar pertimbangan Putusan MA dan MK tersebut
seharusnya menjadi yurisprudensi perlindungan pulau kecil dari segala bentuk
pertambangan, serta menjadi larangan untuk menerbitkan [UP di pulau-pulau kecil Indonesia.

Agenda perlindungan ekosistem terumbu karang, penting dimasukkan ke dalam tata ruang,
khususnya Integrasi RTRW darat dan laut. Hal ini sangat mendesak dilakukan mengingat
selama ini Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak
memasukan perlindungan terumbu karang di seluruh pesisir dan laut di Indonesia
(Ridwanuddin dan Saragih, 2025).
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Pendahuluan

Kebijakan hilirisasi nikel memberi ruang bagi para korporasi untuk melakukan eksploitasi
sumber daya nikel di Indonesia secara masif, diproyeksikan menimbulkan berbagai dampak.
Secara ekonomi berdampak positif bagi bertambahnya pendapatan negara dan daerah, akan
tetapi menyisakan kompleksitas permasalahan ekologis, sosial dan kebudayaan. Ekosistem
pesisir dan laut, utamanya ekosistem terumbu karang berpotensi mengalami kerusakan. Hal
tersebut karena aktivitas ekstraktif nikel dengan metode open pit mining, memicu deforestasi
dan tingginya input material daratan ke wilayah pesisir. Laju sedimentasi dan peningkatan
konsentrasi material tersuspensi menimbulkan kekeruhan, akibatnya terumbu karang akan
mati jika tidak mampu beradaptasi dengan kondisi kekeruhan perairan yang tinggi.

Keseriusan pemerintah dalam menangani kompleksitas masalah industri nikel yang
mengancam ekosistem terumbu karang di Indonesia dinanti oleh publik. Jika pemerintah abai
akan berkonsekuensi dan membahayakan keberlanjutan ekosistem terumbu karang dan
menghilangkan keanekaragaman hayati laut di Indonesia, bahkan dunia. Idiom bahwa laut
Indonesia sebagai megabiodiversitas sumber daya hayati laut dunia hanya akan menjadi
narasi usang, jika ekosistem terumbu karang tidak segera dilindungi dari berbagai ancaman.
Butuh kolaborasi bersama seluruh elemen bangsa untuk turun tangan. Pemerintah harus
hadir melalui penerapan regulasi, memperkuat tata aturan perlindungan ekosistem terumbu
karang, memperketat proses perizinan industri tambang nikel, mengevaluasi aktivitas
penambangan dan menindak tegas korporasi yang terbukti merusak ekosistem terumbu
karang.
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Ekosistem terumbu karang Indonesia berada di episentrum Coral Triangle (CT), berkontribusi
pada keanekaragaman karang dunia dan keberlanjutan ekosistem terumbu karang di masa
depan. Berperan penting sebagai tempat hidup jutaan spesies organisme laut dan penyuplai
plasma nutfah bagi kebutuhan masyarakat global (Dahuri, 2003, Veron, 2009; Bengen, 2004).

Perlindungan ekosistem terumbu karang menjadi urgen dilakukan untuk memastikan
keberlanjutannya di masa depan. Kolaborasi aksi seluruh stakeholder dengan melibatkan
partisipasi bermakna right holder dalam konteks hexa-helix penting dilakukan. Pemerintah
menyediakan regulasi dan kebijakan perlindungan, akademisi melakukan riset dan
mendesain strategi konservasi, aturan dan penindakan untuk melestarikan ekosistem oleh
penegak hukum, masyarakat berpartisipasi aktif membentuk gerakan pelestarian ekosistem
dengan menanggalkan seluruh aktivitas destruktif. Pelaku usaha pertambangan mematuhi
seluruh aturan terkait kewajiban tata kelola lingkungan, tanggung jawab restorasi pasca
tambang dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah terdegradasi akibat aktivitas
pertambangan.
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I. Deskripsi Umum

A. Ekosistem Terumbu Karang Nusantara

Kepulauan Nusantara terbentang dari Papua sampai Aceh, terdiri dari 17.308 pulau,
yang didominasi pulau-pulau kecil (BIG, 2024). Terhubung oleh laut, di dalamnya
terkandung jutaan spesies sumber daya hayati. Hal ini yang menjadikan perairan
Nusantara sebagai kawasan megabiodiversitas sumber daya hayati laut dunia (Dahuri,
2003).

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem utama pesisir dan laut, yang berperan
penting menyediakan habitat bagi berbagai organisme dan memiliki keanekaragam
spesies. Berdasarkan data yang diolah Auriga Nusantara (2025) dari Allen Coral Atlas,
total luas terumbu karang Indonesia adalah 4.467.322,62 km?, yang terdiri atas 130.047
km?2 yang berada di luar 12 mil pulau terdekatnya, sedangkan 4.337.275 km? yang
berada di dalam 12 mil pulau terdekatnya. Keanekaragaman jenis karang batu Indonesia
tertinggi di dunia, terdapat 569 jenis atau sekitar 69% dari jenis karang batu di dunia
(Suharsono, 2008). Ekosistem terumbu karang Indonesia berkontribusi besar terhadap
biodiversitas karang di kawasan segitiga karang (Coral Triangle/CT). Coral Triangle
dibagi ke dalam 41 ecoregion, 3 (tiga) ecoregion di Indonesia memiliki tingkat
biodiversitas karang tertinggi yakni Perairan Raja Ampat, Laut Halmahera dan Laut
Sulawesi (Veron, 2009). Keanekaragaman karang Indonesia yang tertinggi berada di
kawasan segitiga karang, termasuk Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat,
Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur (Hadi et al., 2020).

Ekosistem terumbu karang berperan penting dalam menopang keberlanjutan ekologi di
wilayah pesisir dan laut. Terdapat 3 (tiga) peran dan fungsi penting ekosistem terumbu
karang dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya hayati laut di Indonesia. Pertama,
penyeimbang ekosistem pesisir dan laut. Kedua, kawasan megabiodiversitas sumber
daya hayati laut dunia. Ketiga, sumber pangan laut.
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1. Penyeimbang Ekosistem Pesisir dan Laut

Ekosistem terumbu karang dominan ditemukan terdistribusi pada zona perairan
dangkal antara ke dalam 0-30 meter, ada juga yang ditemukan di zona perairan
lebih dari 30 meter yang dikenal dengan terumbu karang laut dalam (mesophotic
coral). Sebagai organisme heterotrof, terumbu karang tumbuh dan berkembang
ditopang oleh alga Zooxanthellae sebagai simbion karang. Zooxanthellae berperan
penting untuk menyuplai makanan, membantu proses metabolisme, menyediakan
oksigen, berperan aktif menyerap karbon dalam proses kalsifikasi (Jokiel et al.,
2016; lwasaki et al., 2016).

Perubahan iklim global mengakibatkan terjadinya tiga fenomena yakni kenaikan
suhu permukaan laut, kenaikan muka air laut dan keasaman laut. Dampaknya
terjadi pemutihan karang, kegagalan karang melakukan proses kalsifikasi, banjir
rob, terjadi abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir (Hoeg-Guldeberg et al., 2017;
Chen et al., 2023). Dalam konteks ini, ekosistem terumbu karang memiliki fungsi
mitigasi wilayah pesisir. Berperan penting sebagai peredam energi gelombang di
tengah naiknya muka air laut, melindungi pantai dari abrasi dan sedimentasi,
menyerap karbon guna menekan laju pemanasan global. Menurut Eddy et al.,
(2021), terumbu karang adalah habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut,
sangat sensitif terhadap perubahan iklim karena kenaikan suhu permukaan laut
yang menyebabkan peristiwa pemutihan karang. Terumbu karang berperan penting
dalam menyediakan layanan ekosistem bagi manusia, melalui perikanan, peluang
ekonomi, dan perlindungan dari badai. Diproyeksikan 20 tahun kedepan ekosistem
terumbu karang akan mengalami kerusakan, akibatnya terjadi penurunan
kemampuan mitigasi untuk melindungi wilayah pesisir dari kehancuran (Hoegh-
Guldberg et al., 2017).

Foto selebaran yang dirilis
pada tanggal 20 April 2016
oleh XL Catlin Seaview Survey
memperlihatkan seorang
penyelam memeriksa karang
yang memutih di Pulau Heron
di Great Barrier Reef.

Sebagian besar Great Barrier

Reef di Australia bisa mati
dalam waktu 20 tahun-karena
perubahan iklim
menyebabkan pemutihan
karang massal, demikian
peringatan para ilmuwan.

Sumber Gambar:
STR/AFP/Getty Images
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Kawasan Megabiodiversitas Sumber Daya Hayati Laut Dunia

Perairan pulau-pulau kecil di Indonesia punya kualitas lingkungan yang baik,
kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya laju pertumbuhan organisme,
meningkatnya kelimpahan dan keanekaragaman hayati sumber daya pesisir dan
laut. Ekosistem terumbu karang merupakan kontributor utama dalam
menghasilkan keanekaragaman organisme laut. Berdasarkan studi yang dilakukan
oleh para ilmuwan, yang direkam dalam buku Kepunahan Keenam karya Elizabeth
Kolbert disebutkan, dalam terumbu karang terdapat 9 juta spesies makhluk hidup
yang hidup dan berkembang biak. Terumbu karang mirip hutan hujan tropis di darat
(Kolbert, 2014). Informasi ini menjelaskan, laut adalah rumah besar bagi berbagai
keanekaragaman hayati (Ridwanuddin, 2023).

Terumbu karang di Indonesia merupakan tempat hidup lebih dari 2.000 spesies
ikan, baik ikan herbivora, karnivora maupun spesies ikan karang (Pomacentridae)
sebagai penjaga kesehatan terumbu karang (Sari et al., 2024). Terumbu karang di
Indonesia terdiri dari sekitar 569 spesies dan 83 marga karang batu, masing-
masing mewakili sekitar 69% spesies dan 76% marga karang batu di seluruh dunia.
Tercatat ada 4 spesies karang endemik Indonesia yaitu Acropora suharsonoi
(Lombok), Euphyllia baliensis, Indophyllia macassarensis dan Isopora togianensis
(Hadi et al., 2020).

Kondisi terumbu karang berkategori baik di Indonesia bagian timur mengalami
penurunan secara drastis di tahun 2002 karena berbagai aktivitas antropogenik.
Karang Indonesia bagian timur mendapat tekanan dari berbagai aktivitas manusia
(antropogenik) yakni penangkapan ikan dengan bahan peledak, pemanfaatan lahan
pesisir, pencemaran, penambangan dan pariwisata juga menyebabkan penurunan
tutupan karang dalam 5 tahun terakhir (Hadi et al., 2020).

——Sangat baik - Baik Culup — Bk

Gambar 1. Tren Kondisi Terumbu Karang Indonesia Timur (Hadi et al., 2020)
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Wilayah Indonesia bagian timur mempunyai banyak daerah-daerah terpencil,
tingkat pengawasan sangat rendah menyebabkan terumbu karang rentan terhadap
penangkapan ikan dengan cara merusak dan penangkapan berlebih (over
exploitation). Akan tetapi, proses pemulihan tutupan karang telah berlangsung
dalam lima tahun terakhir. Di wilayah konservasi laut Padaido, terumbu karang
menunjukkan tren peningkatan tutupan karang sejak 2015 hingga 2019 yaitu dari
29,92% menjadi 35,25%. Hasil serupa juga terjadi di wilayah konservasi laut Raja
Ampat (Waigeo) yang meningkat dari 32,24% pada 2015 menjadi 37,84% pada
2019. Indonesia bagian timur tidak terlalu terpengaruh oleh peristiwa pemutihan
2015-2016 karena dilewati oleh ITF (Indonesian throughflow) yang mengalirkan air
yang jernih dan kaya nutrisi secara terus menerus dari Samudra Pasifik ke Samudra
Hindia (Hadi et al., 2020).

Sumber Pangan Laut

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting, memiliki tingkat
keanekaragaman spesies tertinggi di bumi dan terkaya dalam hal interaksi spesies.
Karang Scleractinia menyediakan berbagai habitat bagi banyak spesies dalam
membangun hubungan simbiosis (Montianno, 2020). Setidaknya ada 860 spesies
invertebrata yang telah dideskripsikan sebagai spesies yang berasosiasi dengan
karang, 310 di antaranya adalah crustacea decapoda. Lebih dari separuh
invertebrata yang berasosiasi dengan karang tampaknya memiliki ketergantungan
wajib pada karang hidup (Stella et al., 2011).

Berbagai organisme tumbuh dan berkembang pada ekosistem terumbu karang,
membuktikan bahwa ekosistem ini berperan menyediakan sumber pangan bagi
manusia. Sumber plasma nutfah dari ekosistem karang untuk pemenuhan
kebutuhan manusia adalah ikan karang, teripang, cumi-cumi, lobster, kepiting,
kerang, gurita dan lain-lain. Menurut Yuan et al, (2024), terumbu karang
merupakan ekosistem yang paling beragam, memberikan banyak manfaat
termasuk perikanan, perlindungan pesisir, pariwisata dan konservasi
keanekaragaman hayati.

Ekosistem terumbu karang berkontribusi menyediakan pangan laut bagi jutaan
masyarakat pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Nelayan menangkap berbagai biota
asosiasi karang yang bernilai ekonomis untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari
dan dipasarkan untuk memenuhi pangan laut bagi masyarakat. Terdapat berbagai
pangan laut yang bersumber dari ekosistem terumbu karang, yaitu: ikan karang
seperti kerapu (Epinephelinae), ikan kakap (Lutjanidae), ikan kakatua (Sacarinidae),
kima (Tridacna maxima), teripang (Holothuroidea), bulu babi, lobster, rajungan
(Portunidae), gurita (Octopus) dan lain-lain. Artinya, kerusakan ekosistem terumbu
karang berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Stella et al., (2011), ratusan invertebrata karang berpotensi mengalami
kepunahan akibat kerusakan ekosistem terumbu karang.
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B. Peta Permasalahan Ekspansi Industri Nikel 2015-2025

Indonesia tercatat memiliki total sumber daya dan cadangan logam nikel sebesar 143
juta ton dan 49 juta ton. Berdasarkan data ditjen mineral dan batubara (Minerba)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat total 339 izin minerba
aktif dengan total wilayah sekitar 836 ribu hektar yang tersebar di Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, Papua
Barat, dan Papua. Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 0,76 juta ton-Ni dengan
serapan sekitar 0,70 juta ton-Ni (Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2021).

Cadangan nikel dunia sebesar 139.419.000 ton-Ni, di mana 52% diantaranya berada di
Indonesia dengan total 27 juta ton-Ni (Gambar 2). Dua puluh delapan persen (28%)
lainnya berada di Australia, Brasil, dan Rusia. Sedangkan 20% sisanya berada di Kuba,
Filipina, China, Canada dan beberapa negara lain-lain (Kementrian ESDM, 2020). Dengan
demikian, Indonesia berperan penting sebagai produsen nikel di dunia. Peran pentingnya
yaitu mendorong skema global dalam konteks pengembangan energi baru terbarukan,
dan menekan tingkat emisi karbon global melalui industrialisasi mobil listrik.

CADANGAN | Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia,
artinya Indonesia berperan penting dalam
NIKEL tinya Ind b ting dal
penyediaan bahan baku nikel dunia.
DUNIA

Cadangan Dunia:

139.419.000 Ton Ni

Indonesia (52%)

72 Juta Ton Ni*

* Termasuk Lemonite
(Badan Geologi, 2020)

Australia (15%) @

% Brazil (8%)
.

No#iing Rusia (5%)

“ Negara Lain (20%)
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China, Canada, dll)

Gambar 2. Cadangan Nikel Indonesia dan Dunia (Kementrian ESDM, 2020)
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Menurut Saegart et al., (2022) pada tahun 2021, produksi nikel di Indonesia 853.000 ton
nikel. Sedangkan merujuk data produksi nikel yang dikeluarkan oleh U.S. Geological
Survey, produksi nikel Indonesia mengalami peningkatan sejak satu dekade lalu, yaitu
sejak 2014 hingga 2024. Akan tetapi, dalam satu dekade terakhir, produksi nikel
Indonesia hanya mengalami penurunan di tahun 2014 ke 2015 sebesar 47.000 ton,
dengan rincian total produksi 2014 adalah 177.000 ton dan 2015 sebesar 130.000 ton.
Untuk lebih detail, perbandingan total produksi nikel global dengan produksi nikel
Indonesia dapat dilihat melalui Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Produksi Nikel Global dengan Indonesia Sejak 2014-2024

Perbandingan Produksi Nikel

Global Indonesia
2014 2.450.000 177.000
2015 2.280.000 130.000
2016 2.090.000 199.000
2017 2.160.000 345.000
2018 2.400.000 606.000
2019 2.610.000 853.000
2020 2.510.000 771.000
2021 2.730.000 1.040.000
2022 3.270.000 1.580.000
2023 3.750.000 2.030.000
2024+ 3.700.000+ 2.200.000+

* adalah perkiraan, Sumber: U.S. Geological
Survey (2016-2025) diolah Auriga Nusantara.

Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada tahun 2021 dan
kemungkinan akan segeramenjadi produsen nikel olahan terbesar. Produksi nikel primer
di Indonesia meningkat 4,5 kali lipat selama periode 2016-2020. Hal ini dapat dikaitkan
dengan kenaikan permintaan secara umum dan kebijakan Indonesia untuk bergerak naik
pada rantai nilai, insentif dalam menarik investasi asing langsung di sektor pemrosesan
nikel, dan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan sejak Januari 2020.

Seiring dengan kebijakan industrialisasi tambang nikel di Indonesia, sebanyak 292 izin
usaha pertambangan (IUP) nikel telah diberikan pada tahun 2020. Operasi
penambangan nikel sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia Bagian Timur;
Sulawesi Tenggara terdapat 154 IUP, Sulawesi Tengah terdapat 85 IUP dan Sulawesi
Selatan terdapat 34 IUP. Selain itu, terdapat 46 IUP yang berlokasi di Maluku dan
beberapa lainnya di Papua. Sedangkan berdasarkan data yang diolah Auriga Nusantara
(2025), total IUP yang telah diberikan untuk komoditas nikel per Mei 2025 adalah
sebanyak 413 IUP. Gambaran umum dan peta proyek penambangan dan pemrosesan
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nikel yang sedang berlangsung di Indonesia diterbitkan dan diperbarui secara berkala
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam basis data “Minerba One Data
Indonesia (MODI)" dan "Minerba One Map" (Saegart et al., 2022). Persebaran izin usaha
pertambangan nikel secara geografis terletak di kawasan segitiga terumbu karang
Indonesia, diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan terhadap degradasi
keanekaragaman hayati terumbu karang di kawasan CT.

Jumlah material nikel yang dihasilkan di Indonesia meningkat setiap tahunnya.
Peningkatan ini ditopang oleh adanya pengembangan fasilitas industri untuk
pengolahan bijih nikel atau smelter. Tercatat ada 12 smelter beroperasi di Sulawesi dan
Maluku, lima smelter berada di Pulau Halmahera, lima di Sulawesi Tengah dan sisanya
di Sulawesi Tenggara (Tabel 1). Sedangkan berdasarkan data yang diolah Auriga
Nusantara (2025), di tahun 2023 terdapat 29 smelter yang telah beroperasi diIndonesia,
3 provinsi yang didominasi yaitu di Sulawesi Tengah sebanyak 13 smelter, Maluku Utara
sebanyak 6 smelter, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 5 smelter. Sedangkan provinsi
lain yaitu 3 di Banten, 1 di Jawa Timur, dan 1 di Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Operasi Smelter Nikel di Indonesia (Kementerian ESDM dalam Saegart, 2022).

Perusahaan Smelter Lokasi

PT. Vale Indonnesia Luwu Timur
PT. Aneka Tambang Haltim Halmahera
o PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Halmahera
PT. Trimegah Bangun Persada Halmahera
o5 PT. Gane Permai Sentosa Halmahera
PT. Waniatira Persada Halmahera
3 Bintang Delapan Mineral IMIP
Bintang Delapan Energi IMIP
PT. Mulia Pasific Resources IMIP
PT. Iltamatra Nusantara IMIP
PT. ANTAM Thk Konawe
PT. Gebe Sentra Nikel Konawe

Kebijakan nasional hilirisasi nikel dan pembentukan UU Cipta Kerja memberi peluang
masuknya investasi pertambang nikel ke Indonesia. Kebijakan ini memberi manfaat
secara ekonomi, mendorong terjadinya lompatan pertumbuhannya ekonomi di daerah-
daerah penghasil nikel. Akan tetapi mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan
ekologis, degradasi budaya dan konflik sosial. Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya
deforestasi, kerusakan ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Hilangnya flora
dan fauna baik di darat maupun di kawasan pesisir dan laut. Terjadinya konflik sosial
antara masyarakat adat dengan korporasi, pencemaran perairan dan sumber air bersih
warga, menurunya kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat
lingkar tambang.
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Berbagai dampak telah terjadi sebagai akibat dari aktivitas ekstraktif tambang nikel di
kawasan segitiga terumbu karang yakni di Sulawesi, Maluku dan Papua. Pencemaran air
bersih warga, deforestasi, laju sedimentasi yang tinggi, kerusakan habitat, perubahan
garis pantai, pencemaran logam berat dan polusi udara (Tabel 2). Fenomena dampak ini
berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup ekosistem pesisir dan laut. Terumbu karang
sebagai ekosistem yang rentan mengalami kerusakan akibat perubahan kualitas
perairan menjadi sangat terdampak. Berdasarkan hasil riset yang dipublikasikan lima
tahun terakhir, mendeskripsikan bahwa industri nikel yang telah beroperasi selama ini
memberikan efek negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lingkar
tambang.

Tabel 2. Dampak dan Periodesasi Eksploitasi Nikel di Indonesia

Referensi
Maluku Utara
Pencemaran sumber air bersih, deforestasi, Hartono et al., (2018; Aris dan Tamrin,
meningkatnya konsentrasi material sedimen (2020); Angkotasan, (2023); CRI
tersuspensi, perubahan habitat, terjadi abrasi dan Indonesia Report, (2024); Saputra et

perubahan garis pantai, Perampasan tanah warga | al., (2023); Wahidin et al., (2025).

Perubahan tutupan lahan, sedimentasi dan Adhidarma et al., (2023); Yani et al.,
menurunnya kualitas air tanah, kemiskinan dan (2024); Karsadi dan Aso (2023);
kerusakan lingkungan. Polusi udara, tanah longsor
dan pencemaran perairan.

Papua

Kerusakan ekosistem terumbu karang, termasuk Ulatetal., 2023
erosi tanah, sedimentasi, dan pencemaran air laut.

Operasi
penambangan nikel

di Wawonii
Sumber Gambar:
Adek BERRY / AFP
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Industri Nikel Indonesia Mengancam Masa Depan Terumbu Karang

Ancaman kehancuran sumber daya hayati terumbu karang akibat aktivitas ekstraktif
tambang nikel di Indonesia sangat nyata. Pembangunan kawasan industri nikel atas
nama proyek strategis nasional, telah merusak ekosistem pesisir dengan cara alih fungsi
kawasan industri. Ekosistem mangrove dibabat habis untuk pengembangan kawasan
industri. Kondisi ini mempercepat kehancuran ekologi pesisir dan laut, terumbu karang
sangat rentan atas ancaman tersebut. Mangrove yang berperan penting sebagai
pelindung alami (natural buffer) dan penyangga laju sedimentasi dari daratan ke perairan
telah dialih fungsikan, sehingga menghilangkan peran utamanya sebagai pelindung
ekosistem terumbu karang dari tingginya laju sedimentasi yang bersumber dari daratan
saat terjadi hujan ekstrim.

Kegiatan ekstraktif tambang nikel berpotensi mencemari perairan, mengganggu
kesehatan karang dan menyebabkan terjadinya pemutihan karang (coral bleaching).
Konsentrasi logam yang tinggi memiliki kapasitas untuk mengubah mikrobioma yang
secara inheren terkait dengan kesehatan karang (Gisi et al, 2019). Peningkatan
penambangan nikel laterit di Asia Tenggara dan Melanesia berpotensi meningkatkan
paparan nikel dan sedimen tersuspensi dan mengancam ekosistem pesisir (Gilmore et
al., 2020).

= Studi Kasus Maluku Utara

Aktivitas penambangan nikel di Maluku Utara beberapa dilakukan di pulau kecil,
memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan perairan.
Hal ini juga yang ditemukan di perairan Pulau Pakal, Kabupaten Halmahera Timur,
Provinsi Maluku Utara, di mana tercatat nilai Total Suspended Solid dan Total Organic
Matter yang tinggi. Kondisi ini mengancam kehidupan karang, menyebabkan
perubahan habitat karena tingginya laju pertumbuhan alga akibat kelimpahan nutrien
di perairan (Angkotasan, 2023).

Eksploitasi material nikel di Weda, Buli dan Pulau Obi dilakukan secara besar besaran
sejak tahun 2018. Diproyeksikan memberikan dampak terhadap keberlangsungan
hidup ekosistem terumbu karang, karena perairannya mendapat tekanan dari
masuknya material sedimen dari daratan. Disisi lain, terjadi alih fungsi hutan
mangrove sebagai kawasan industri berkontribusi menurunkan peran dan fungsinya
sebagai penyangga alami laju sedimentasi dari darat ke wilayah pesisir dan laut.

Industri nikel terbesar di Indonesia salah satunya adalah PT. Indonesian Weda

Industrial Park (IWIP) di Weda, Halmahera Tengah. Pembangunan smelter di Industri
mulai dibangun sejak tahun 2018, dan pertama kali beroperasi di tahun 2020.
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Kehadiran industri ini memberikan dampak positif secara ekonomi, meningkatkan
pendapatan warga lingkar tambang, meningkatkan pendapatan asli daerah
Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Namun mengakibatkan
berbagai dampak negatif, seperti deforestasi, perubahan bentangan daratan, pesisir
dan laut (land-sea-scape). Permasalahan lain adalah terjadinya kerusakan ekosistem
mangrove karena dialihfungsikan sebagai kawasan industri, kekeruhan air sungai
dan perairan, ganti rugi tanah dan perkebunan warga yang tidak sesuai, rendahnya
kualitas udara dan munculnya penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA
(Saputra et al., 2023).

Pengalaman di Sejumlah Negara

Polutan logam masuk melalui pelindian tanah, limbah industri, dalam bentuk partikel
atmosfer dan juga terutama dari penambangan. Lumpur limbah, material
pengerukan, dan cat anti fouling juga menyumbangkan sejumlah besar logam ke
lautan. Polusi nikel ini memengaruhi banyak terumbu karang di seluruh dunia,
misalnya: Kosta Rika, Panama, Laut Merah, Thailand, Tuvalu, dan Puerto Riko
(Bischere et al., 2018).

Terumbu karang di New Caledonia mendapat tekanan dari aktivitas ekstraktif
tambang nikel. Tingginya laju sedimentasi dan suplai nutrisi di perairan menurunkan
kualitas perairan dan berakibat pada menurunnya kesehatan karang yakni terjadi
anomali pertumbuhan dan sindrom putih (Heintz et al., 2015).

Industri Nikel Ancam Masa Depan laut dan Terumbu Karang Indonesia

Laut Nusantara menjadi penghubungan antar pulau, menyimpan jutaan spesies
ekonomis penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Berperan penting sebagai
habitat atau ruang hidup berbagai organisme, memiliki faktor pembatas dan indikator
Kesehatan laut. Indeks Kesehatan Laut Indonesia dan dunia diukur berdasarkan
delapan variabel. Pertama, laut sebagai sumber pangan, dinilai berdasarkan data
produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, konsumsi ikan dan keamanan
produk ikan yang dikonsumsi. Kedua, kesempatan bekerja dan berusaha di sektor
perikanan tradisional (artisanal). Ketiga, laut sebagai sumber produk alami. Keempat,
laut sebagai penyerap karbon, indikatornya pada luasan tutupan ekosistem
mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Kelima, perlindungan
pesisir. Keenam, laut sebagai mata pencaharian dan ekonomi. Ketujuh, laut sebagai
penyedia jasa pariwisata dan rekreasi. Kedelapan, perlindungan spesies dan tempat
ikonis (Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia,
2020).

Penyusunan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) disertai sejumlah indikatornya
bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan karang guna menganalisis tingkat
keberlanjutan dan kemanfaatan laut di masa depan. Disaat yang sama, berbagai
tekanan antropogenik terjadi. Utamanya kebijakan hilirisasi nikel oleh pemerintah,
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berpotensi mencemari dan merusak masa depan laut. Pemerintah Indonesia
menunjukkan inkonsistensinya secara konseptual dan substantif, disatu sisi
mendorong tersusunya indeks kesehatan karang Indonesia, namun disisi lain
memberi ruang bagi pembangunan industri ekstraktif nikel yang berpotensi
membahayakan kesehatan laut Indonesia.

Kualitas kesehatan laut di Indonesia mendapatkan tekanan dan gangguan, perairan
di Indonesia bagian Timur terganggu dengan adanya pengembangan kawasan
industrinikel. Kebijakan pengembangan kawasan industri nikel ini berdampak negatif
terhadap perairan yang mendorong rendahnya kualitas indeks kesehatan laut seperti
kekeruhan, pencemaran logam berat, laju sedimentasi, dan tingginya material
tersuspensi. Kondisi mengkhawatirkan masa depan laut Nusantara beserta seluruh
organisme di dalam ruang hidupnya.

Rendahnya kualitas lingkungan laut berpengaruh besar terhadap degradasi
ekosistem terumbu karang, bahkan dapat berujung pada kematian karang. Karang
tumbuh optimal pada kisaran suhu 18-30°C, salinitas 32-35 ppt, dan intensitas
cahaya 25 m. Jika variabel kualitas perairan kurang dari atau lebih dari faktor
pembatas tersebut, terumbu karang membutuhkan upaya internal untuk beradaptasi.
Jika melampaui kemampuannya untuk beradaptasi, terumbu karang akan mengalami
kematian yang berpotensi meningkatkan laju degradasi menuju kepunahan. Kondisi
ini sudah pasti membahayakan masa depan terumbu karang di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Tambang (JATAM) tahun 2024,
menunjukan bahwa eksploitasi nikel dilakukan di beberapa pulau di Maluku Utara.
Berdasarkan data yang diolah Auriga Nusantara (2025), terdapat 65 IUP nikel yang
dibebankan di Provinsi Maluku Utara. JATAM tahun 2024 dalam laporan menjelaskan
bahwa terdapat 127 izin tambang di Maluku Utara, yang tersebar di Pulau Halmahera,
Pulau Taliabu, Pulau Morotai, Pulau Obi dan Pulau Gebe. Total luasannya 655.581,43
Ha dan terdapat 12 titik smelter. Berdasarkan data yang diolah Auriga Nusantara
(2025), terdapat 65 IUP nikel yang dibebankan di Provinsi Maluku Utara.

Lokasi pertambangan
milik PT. Weda Bay
Nickel (WBN) di
Halmahera Tengah,
Maluku Utara.

Sumber Foto;
Adlun Fikri /JJATAM
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SEBARAN TAMBANG
DI MALUKU UTARA

Izin Pertambangan _ Cobro 1 Izin
dengan luas konsesi Mangan 1 lzin

655.581,43 Ha Nikel 63 Izin

5 lIzin
Halmahera
Barat ’

4 Izin
Morotai

12 lzin
Halmahera
Utara

Komoditas:
Batu Gamping 5 lzin
Batu Gamping Industri 3 lzin
Batu Gunung Quary besar 1 Izin
Batu Kuarsa 1 lzin
Batuan 1 lzin

Besi 8 lzin
1 27 Biji Besi 26 lzin
Emas 9 lzin

26 lzin
Halmahera
Timur

26 lzin .
Halmahera B

Pasir Besi 7 lIzin Tengah

Tanah Diatome 1 lzin -
Tembaga dmp 1 Izin .
20 lzin
W Titik Smelter 2 lin ggllggggera
Halmahera

7 lzin
Taliabu

14

Selatan

25 lzin

Kepulauan Sula Sumber : JATAM, 2024

Gambar 3. Sebaran Tambang di Maluku Utara (JATAM, 2024)

Secara geografis, seluruh titik pertambangan ini terhubung dengan Laut Maluku dan
Laut Halmahera yang merupakan alur pergerakan massa air Arus lintas Indonesia
(ARLINDO). Massa air ini membawa banyak nutrien sebagai makanan ikan pelagis besar,
membuat laut Indonesia kaya akan ikan tuna, cakalang dan tongkol. Dapat dimaknai
bahwa kegiatan pertambangan nikel oleh berbagai korporasi di Maluku Utara saat ini
diproyeksikan akan membahayakan laut Indonesia, utamanya Laut Maluku dan Laut
Halmahera. Jika terjadi pencemaran di perairan sekitar industri tambang nikel, maka
berpotensi menyebar ke perairan di sekitarnya bahkan ke seluruh Indonesia melalui
pergerakan massa air Arus Lintas Indonesia sebagai media transportasinya. Apalagi di
kawasan ini ditemukan fenomena upwelling yang terjadi secara insidentil, di Laut
Halmahera ketika terjadi EI Nino (Kemili dan Putri, 2012). Di Laut Maluku fluktuasi
upwelling secara signifikan yang dipengaruhi oleh peristiwa ENSO (Atmadiporea et al.,
2015). Kondisi ini akan menurunkan kualitas produk perikanan tangkap, diproyeksikan
berpotensi menurunkan tingkat keamanan pangan ikan yang bersumber dari laut di
kawasan lingkar tambang.
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Gambar 4. Peta Arus Lintas Indonesia (Pickell, 2010)

Perahu Nelayan Pangandaran.
Sumber Foto: taqi
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Kondisi Terumbu Karang Indonesia Ditengah Aktivitas Ekstraktif Nikel

Berdasarkan data sebaran daerah potensi nikel di Indonesia menunjukan bahwa lokasi
ekstraktif tambang nikel dominan berada di kawasan segitiga terumbu karang atau coral
triangle (Gambar 5). Artinya, aktivitas industri nikel ini berpotensi merusak ekosistem
terumbu karang di kawasan CT yang mana memiliki tingkat diversitas karang tertinggi
di dunia. Terjadinya degradasi terumbu karang CT akan memberikan dampak terhadap
menurunya tingkat diversitas karang dunia.

Coral Triangle Initiative
on coral reefs, fisheries
and food security

(CTI-CFF)

Coral Triangle
Scientific
Boundary

CTI-CFF Implementation Area
This boundary is based on Exclusive Economic Zone (EEZ) on the CTI countries.
EEZ source data from Flanders Marine Institute (VI12) 2011.
Note that internal boundaries are not shown, disputed boundaries
exist in this geography, a boundary for Brunel is not known,
and Singapore and Brunei are not members of the CTI-CFF.
Boundaries are only for illustration and not leggally binding in any way.

repeterson@tnc.org - 9 Nov 2011

Gambar 5. Kawasan Segitiga Terumbu Karang (CTI-CFF, 2017)
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Hasil eksperimen dampak nikel terhadap ekosistem terumbu karang menunjukan bahwa
terumbu karang mengalami gangguan jika konsentrasi nikel di perairan meningkat.
Meskipun pada suhu normal nikel merangsang kalsifikasi karang, akan tetapi ketika
suhu meningkat nikel memperkuat efek negatif pemanasan air dan mengurangi
pertumbuhan karang hingga 37% (Bischere et al, 2018). Artinya, kegiatan
pertambangan nikel berpotensi mengancam masa depan terumbu karang, menurunkan
tingkat kesehatan karang dan memicu pemutihan karang. Merusak ekosistem terumbu
karang sama halnya merusak masa depan laut. Hal tersebut dikarenakan terumbu
karang berperan penting sebagai habitat berbagai organisme, menjadi penyeimbang
ekosistem laut, dan menyediakan pangan bagi milyaran manusia.

Penampakan Coral Bleaching.
Sumber Foto:
gilisharkconservation.com
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Peta Regulasi yang Menguatkan Perlindungan Terumbu Karang

Indonesia memiliki peraturan perundangan yang sangat jelas melindungi ekosistem
terumbu karang, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah.
Berikut ini merupakan peta regulasinya.

Tabel 4. Peta regulasi yang melindungi ekosistem terumbu karang

Regulasi

UU No. 27 Tahun
2007 jo. UU No.
1 Tahun 2014
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir
dan Pulau Kecil

Pasal dan Ayat

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak

langsung dilarang:

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan
kerusakan Ekosistem terumbu karang;

b. mengambil terumbu karang di Kawasan
konservasi;

¢. menggunakan bahan peledak, bahan beracun,
dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem
terumbu karang;

d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain

yang merusak Ekosistem terumbu karang;

Pasal 73
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan menambang terumbu
karang, mengambil terumbu karang di
Kawasan konservasi, menggunakan bahan
peledak dan bahan beracun, dan/atau cara
lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem
terumbu karang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
hurufd.

Catatan

UU ini dengan sangat
tegas melarang
perusakan terumbu
karang dengan beragam
cara. Lebih jauh,
terdapat sanksi tegas
bagi pelaku perusakan
perumbu karang, berupa
pidana kurungan 2-10
tahun, dan denda 2-10
miliar Rupiah.

Dalam UU ini “terumbu
karang" disebut
sebanyak 10 kali dan
dimasukan ke dalam
kategori sumber daya
hayati dari sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, yang menjadi
bagian tak terpisahkan
dari sumber daya hayati
lain, yaitu: ikan, padang
lamun, mangrove dan
biota laut lain

Urgensi Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang di Episentrum Segitiga Karang dari Ancaman Industri Nikel




UU No. 45 Tahun
2009 Tentang
Perikanan

Pasal 7
Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan
sumber daya ikan, Menteri menetapkan:

P. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan
serta lingkungannya;

Dalam penjelasannya, tertulis:
Huruf P

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam
melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber
daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan
penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan
terumbu karang buatan, pembuatan tempat
berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan
kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau
penambahan jenis makanan, pembuatan saluran
ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

UU Perikanan melihat
pemasangan terumbu
karang buatan sebagai
bagian dari upaya
rehabilitasi dan
peningkatan sumber
daya ikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa
ekosistem terumbu
karang, meskipun itu
bersifat buatan,
merupakan entitas yang
sangat penting dalam
aktivitas perikanan yang
akan menopang dan
menunjang produksi
perikanan sekaligus
menyehatkan laut.

UU No. 32 Tahun
2009 Tentang
Perlindungan

dan Pengelolaan

Lingkungan
Hidup

Pasal 21

1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan
lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

Di dalam bagian penjelasannya, tertulis:

Huruf b Yang dimaksud dengan “kriteria baku
kerusakan terumbu karang" adalah ukuran batas
perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang
yang dapat ditenggang

Di dalam UU ini
disebutkan bahwa
ekosistem terumbu
karang dijadikan kriteria
baku kerusakan
lingkungan hidup,
terutama baku
kerusakan ekosistem.
Dengan demikian, posisi
terumbu karang menjadi
indikator kunci
kerusakan lingkungan.

- =
Ty, -

Sulawesi Tenggara
Sumber Foto: Walhi Sultra
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UU 32 Tahun
2014 tentang
Kelautan

Pasal 22

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya bertanggung jawab
mengelola dan memanfaatkan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil.

2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi,
memanfaatkan, dan memperkaya sumber
daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta
sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil;

¢. memperkuat peran serta masyarakat dan
lembaga pemerintah serta mendorong
inisiatif masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil
agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan
berkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, masyarakat
melalui peran pemanfaatan sumber daya
ekonomi, dan budaya serta masyarakat
dalam pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati,
sumber daya buatan, dan jasa lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sebagaimana UU No. 27
Tahun 2007 jo. UU No. 1
Tahun 2014, UU 32
Tahun 2014
mengkategorikan
terumbu karang sebagai
sumber daya hayati dari
sumber daya Pesisir dan
pulau-pulau kecil, yang
menjadi bagian tak
terpisahkan dari sumber
daya hayati lain, yaitu:
ikan, padang lamun,
mangrove dan biota laut
lain. (silakan lihat di
penjelasan pasal 22).

Ditegaskan bahwa
tujuan pengelolaan
terumbu karang adalah
untuk mencapai
keadilan regulatif,
ekologis, sosio-kultural,
dan rekognitif.

PP No. 6 Tahun
2007 tentang
konservasi
Sumber Daya
Ikan

Pasal 5

(1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe
ekosistem yang terkait dengan sumber daya
ikan.

(2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

c. terumbu karang;

Pasal 5 PP No. 6 Tahun
2007 menegaskan
bahwa terumbu karang
bagian penting dari
konservasi ekosistem
laut

20 |
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Meski demikian, terdapat sejumlah regulasi yang mengancam keberadaan ekosistem
terumbu karang. Petanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Peta regulasi yang mengancam ekosistem terumbu karang

Regulasi Pasal dan ayat Catatan

Pasal 77, yang mengubah ketentuan dalam
UU 25/2007 tentang Penanaman modal,
tepatnya di Pasal 12 ayat (2) huruf d yang
menyatakan:

“d. Pemanfaatan atau pengambilan koral

Melegitimasi perusakan eksploitasi
karang di Indonesia dengan dalih
untuk pemanfaatanatau koral hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 ayat (5);

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan/atau

c. Perubahan rencana zonasi ruang laut
dan/atau peruntukan laut"

UU Cipta dan pemanfaatan atau pengambilan atau mati dari alam (laut) untuk
Kerja karang dari alam yang digunakan untuk dijadikan material dasar untuk
akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta | bahan bangunan/ kapur/ kalsium.
koral hidup atau mati (recent death
coral) dari alam;”
Pasal ini menegasikan dan
menurunkan standar kriteria baku
untuk menentukan standar terjadinya
. kerusakan terumbu karang dengan
Pasal 232 ayat (3) menyatakan: indikator yaitu: 1) tutupan terumbu
“(3) Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang | karang; dan/atau parameter lain yang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal tidak spesifik disebutkan atau
PP No. 22 231 ayat (2) huruf c ditetapkan ditentukan oleh pemerintah.
Tahun 2021 berdasarkan: Sedangkan dalam Penjelasan Pasal
a. Tutupan Terumbu Karang; dan/atau | 21 ayat (3) hurufb UU PPLH
b. Parameter lain sesuai dengan menyet.)utkan bahwa: I
perkembangan ilmu pengetahuan Yang dimaksud dengan “kriteria baku
dan teknologi" kerusakan terumbu karang” adalah
ukuran batas perubahan fisik
dan/atau hayati terumbu karang yang
dapat ditenggang.
Pasal 234 menyatakan: Menteri dapat melakukan perubahan
“Menteri melakukan evaluasi dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem
perubahan kriteria baku kerusakan laut tanpa ada standar atau
ekosistem Laut sebagaimana dimaksud ketetapan indikator yang jelas untuk
dalam Pasal 231 ayat (1) dengan merubah rencana zonasi ruang laut
PP No. 22 mempertimbangkan: dan/atau peruntukan laut. Hal ini
Tahun 2021 | @ Hasil inventarisasi Mutu Laut dapat menimbulkan kesewenang-

wenangan oleh Menteri untuk
melegitimasi perubahan standar
kerusakan ekosistem laut karena
operasi industri ekstraktif di pesisir,
laut, dan pulau-pulau kecil.
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Melegitimasi atau Memperbolehkan

PP No. 22 ; pembuangan limbah ke laut
Tahun 2021 E?;?)Iaﬁ4k5erl]_|23tga ASEERE Y FE L walaupun dengan pendekatan atau

frasa “Pembatasan”

UU Minerba mengklaim bahwa
seluruh ruang, biak darat maupun
laut masuk ke dalam wilayah hukum

Pasal T ayat 28a pertambangan. Adapun yang
“Wilayah Hukum Pertambangan adalah dimaksud dengan ruang laut, adalah
UUNo.2 | selyruh ruang darat, ruang laut, termasuk kolom air, tanah yang berada di
wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah pulau kecil. Dengan demikian,
dibawah perairan, dan landas kontinen.” keberadaan terumbu karang yang

berada di ruang laut akan terancam
oleh pertambangan yang dilegalkan
oleh UU Minerba.

Sumber: Analisis Auriga 2025

Foto udara lansekap
pembukaan hutan untuk
4@ pertambangan nikel yang
= berdampak pada kerusakan
ekosistem pesisir Morombo
Pantai di Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara.
Sumber Foto:
Riza Salman /
Mongabay Indonesia.
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Desakan Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Indonesia

Tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di Indonesia karena aktivitas ekstraktif
tambang nikel telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Keberlanjutannya di
masa depan hanya utopis jika pemangku kepentingan tidak segera mengambil langkah
tepat untuk menyelamatkan ekosistem ini dari kehancuran. Terdapat tiga pendekatan
yang dipandang penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi melindungi
ekosistem terumbu karang, yaitu pertama, evaluasi regulasi nasional. Kedua, perkuat
aturan perlindungan ekosistem terumbu karang, dan ketiga, seruan aksi global untuk
melindungi ekosistem terumbu karang.

Evaluasi Regulasi Nasional

UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan penyusunan dengan metode omnibus, di
mana menggabungkan berbagai requlasi menjadi satu kesatuan dalam satu regulasi.
Dalam konteks pengelolaan ekosistem terumbu karang, UU Nomor 27 tahun 2007
telah dimasukan dalam klausul UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
maupun Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Skema regulasi ini mendorong masuknya investasi
secara besar-besaran yang membahayakan kelangsungan hidup ekosistem pesisir
dan laut. Apalagi regulasi ini mengizinkan alih fungsi kawasan terumbu karang yang
awalnya merupakan zona inti menjadi zona pemanfaatan agar bisa dieksploitasi.

Pemerintah terkesan lemah dalam pengawasan pelanggaran lingkungan hidup, yang
seolah-olah memberi kebebasan kepada korporasi tambang nikel untuk beroperasi
sekalipun banyak aktivitasnya yang merusak lingkungan. Dengan demikian, UU Cipta
kerja perlu dievaluasi dan direvisi demi keadilan ekologi dan kelangsungan hidup
generasi.

Implementasi UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) juga jauh dari harapan. Masih
ditemukan berbagai permasalahan baik dalam substansinpga maupun
implementasinya sebagai dampak dari aktivitas pertambangan di Indonesia. Mulai
dari laju sedimentasi yang tinggi, pencemaran logam berat, kerusakan ekosistem
pesisir dan laut, alih fungsi kawasan hutan memicu deforestasi dan konflik tenurial.
Untuk itu pemerintah perlu merevisi UU Minerba, mempertegas klausul terkait
perlindungan dan penyelamatan ekosistem untuk keberlanjutan sumber daya hayati
Indonesia.
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Proyek strategis nasional juga berpotensi merusak alam dan menghancurkan masa
depan ekologi. Kehancuran ekologi akan menyisakan kesulitan hidup generasi di
masa depan. Atas nama mengejar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara,
pemerintah memberi ruang seluas-luasnya kepada investor untuk berinvestasi tanpa
pengawasan ketat. Saatnya negara hadir melalui kebijakan dan tindakan tegas,
mencabut status PSN pertambangan nikel terutama yang beroperasi di pulau kecil
dan melindungi pulau-pulau kecil dari segala jenis pertambangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2023 dan
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 35 Tahun
2023 menyebutkan bahwa pertambangan dikategorikan sebagai abnormally
dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk
dilakukan. Karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya,
baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar.
Atas dasar pertimbangan Putusan MA dan MK tersebut seharusnya menjadi
yurisprudensi perlindungan pulau kecil dari segala bentuk pertambangan, serta
menjadi larangan untuk menerbitkan IUP di pulau-pulau kecil Indonesia.

Tak hanya itu agenda perlindungan ekosistem terumbu karang, penting dimasukkan
ke dalam tata ruang, khususnya Integrasi RTRW darat dan laut. Hal ini sangat
mendesak dilakukan mengingat selama ini Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak memasukan perlindungan terumbu karang di
seluruh pesisir dan laut di Indonesia. (Ridwanuddin dan Saragih, 2025).

Seruan Aksi Global Melindungi Ekosistem Terumbu Karang

Kerusakan terumbu karang Indonesia akan mempengaruhi tingkat diversitas karang
di kawasan CT dan dunia. Semakin diperparah dengan masifnya aktivitas ekstraktif
tambang nikel, meningkatkan eskalasi ancaman kehancuran ekosistem terumbu
karang dunia. Untuk itu diperlukan adanya aksi global demi menyelamatkan
ekosistem terumbu karang di kawasan CT. Disisi lain, potensi pencemaran dari
pertambangan nikel berpotensi menurunkan tingkat keamanan pangan yang
bersumber dari laut di sekitar kawasan pertambangan nikel. Dua aksi global yang
dianggap urgen dilakukan saat ini dan kedepan, yaitu: pertama, memonitor komitmen
perlindungan pemerintah Indonesia terhadap laut. Kedua, mendesak entitas bisnis
untuk memiliki komitmen perlindungan lingkungan hidup, khususnya laut. Kemudian
mendorong seluruh entitas bisnis yang memanfaatkan produk nikel dari Indonesia.
Mengambil sikap tegas, menolak pembelian sumber nikel dari Indonesia jika aktivitas
eksploitasinya merusak lingkungan, menghancurkan pulau kecil dan memusnahkan
ekosistem terumbu karang.
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Il. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam penanganan
berbagai dampak aktivitas ekstraktif tambang nikel di Indonesia terhadap kelangsungan
hidup ekosistem terumbu karang, adalah sebagai berikut:

Mengevaluasi dan mencabut seluruh regulasi terkait dengan pertambangan, khususnya
di wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil.

Ketegasan pemberian sanksi atas kelalaian korporasi ekstraktif tambang nikel dalam
mengelola lingkungan. Memastikan adanya pemulihan (remedy) dari perusahaan untuk
melakukan restorasi ekosistem darat dan laut secara menyeluruh.

Mempertegas kewajiban korporasi untuk merestorasi ekosistem terumbu karang.
Seluruh korporasi nikel diwajibkan memenuhi tanggung jawab lingkungannya untuk
merestorasi ekosistem terumbu karang yang hancur akibat aktivitas ekstraktif yang
dilakukan. Restorasi dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pertambangan,
terpenting luasan kawasan yang direstorasi sama dengan luasan kawasan terumbu
karang yang terdegradasi di perairan lingkar tambang tersebut.

Menghentikan seluruh aktivitas pertambangan nikel di wilayah pesisir dan pulau kecil
melalui kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana diperintahkan
oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2023 dan
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 35 Tahun 2023
menyebutkan bahwa pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous
activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan. Karena akan
mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun
manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar.

Menghentikan seluruh aktivitas ekstraktif tambang nikel di kawasan konservasi laut
yang telah ditetapkan sebagai zona inti dalam sistem pengelolaan ekosistem pesisir dan
laut.

Memasukan perlindungan ekosistem terumbu karang ke dalam rencana tata ruang laut
dan darat, khususnya ke dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) darat dan
laut. Soalnya, selama ini perlindungan terumbu karang tidak dimasukan ke dalam
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K).
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